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Pranata hukum bertujuan memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum pada para pihak.
Perlindungan dan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan diberikan oleh
undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Y ang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-Undang Hak
Tanggungan. Timbul permasalahan hukum dalam implementasi ketentuan pel aksanaan eksekusi hak
tanggungan tersebut di Pengadilan Negeri dan Niaga ketika dalam pel aksanaannya bersinggungan dengan
implementasi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan).

Dengan metode penulisan yuridis normatif, akan diuraikan ketentuan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan
dan apakah implementasi ketentuan dari kepailitan mempengaruhi pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan.
Benturan antaraimplementasi ketentuan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 dan 21
Undang-Undang Hak Tanggungan dengan implementasi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan
terjadi, saat harta debitur yang dibebankan hak tanggungan tersebut termasuk dalam harta debitur yang
dipailitkan atau harta pailit dan hak eksekusi kreditur berdasarkan hak tanggungan akan terpasung dengan
adanya penangguhan berdasarkan putusan kepailitan selama 90 (sembilan puluh hari).

Penangguhan eksekusi berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan, ternyata tidak taat asas dengan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa setiap kreditur pemegang hak
tanggungan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Adanya ketidaktaatan asas dari
ketentuan kepailitan tersebut, mempengaruhi pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 20
dan 21 Undang-Undang Hak Tanggungan dan meruntuhkan sendi-sendi dari sistem hukum jaminan
kebendaan secara keseluruhan. Dengan mel etakkan pemahaman bahwa kepailitan sebagai salah satu
mekanisme penyelesaian utang tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum jaminan, dapat dilakukan sosiaias
berupa seminar-seminar, diskusi-diskusi dan lokakarya.
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